LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH

NOMOR : 8 TAHUN 1995 SERI : B NO : 3

PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR 7 TAHUN 1994

TENTANG

"PEMAKAIAN TANAH PENGAIRAN DAN/ATAU TANAH JALAN
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat
I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1985 tentang
Pemakaian Tanah Pengairan dan Tanah Jalan
Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah, sudah
tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan,
sehingga perlu ditinjau kembali ;

b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, maka dipan-
dang perlu mencabut Peraturan Daerah tersebut



Mengingat

L

1.

12,

vt

huruf a dan mengatur kembali Pemakaian Tanah
Pengairan dan/atau Tanah Jalan Propinsi Daerah
Tingkat 1 Jawa Tengah dengan Perawran Daerah.

Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang
*Pembentukan Propinsi Jawa Tengah :

Undang - undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang
Peraturan Umum Retribusi Daerah ;

. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1960 ientang

Peraturan Dasar Pokok - pokok Agraria ;

Undang - undang Nomor 56 .PRP Tahun 1960
tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian ;

Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah;

Undang - undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang
Pengairan ;

Undang - undang Nomor 13 Tahun 1980 ientang
Jalan ;

Undang - undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang
Ketentuan - ketentuan  Pokok  Pengelolaan
Lingkungan Hidup ; .
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang
Penguasaan Tanah - Tanah Negara ;

Peraturan Pemerintah Nomor S Tahun 1975 tentang
Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan
Keuangan Dacrah ;

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1982
tentang Irigasi ;
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985
tentang Jalan ;

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987
-lentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah
dibidang Pekerjaan Umum kepada Daerah .
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16.

17.

18.

19.
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22,

23.

Y

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991
tentang Sungai ;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 39/
PRT/1989 tentang Pembagian Wilayah Sungai ;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/
PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai,
Daerah Manfaat Sungai dan Daerah Penguasaan
Sungai dan Bekas Sungai ;

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M. 04 PW,
07.03 Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun
1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Dacrah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84
Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan
Peraturan Daerah Perubahan ;

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat [ Jawa
Tengah Nomor 2 Tahun 1981 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat [ Jawa
Tengah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

Peraturan Daerah Propinst Daerah Tingkat [ Jawa

" Tengah Nomor 7 Tahun 1988 tentang Pembentukan

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peker-
jaan Umum Bina Marga Propinsi Daerah Tingkat
I Jawa Tengah

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat [ Jawa
Tengah Nomor 8 Tahun 1988 tentang Pembentukan
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peker-



j.:mn Umum Pengairan Propinsi Dacrah Tingkat 1
Jawa Tengah :

24 Perawwran Daerab Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Tengah Nomor 1 Tahun 1990 entang Pengelolaan
Lingkungan Hidup di Propinsi Dacrah Tingkat 1
Jawa Tengah .

25. Perawran Dacrah Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa
Tengah Nomor 8 Tahun 1990 tentang Irigasi di
Propinsi Dacrah Tingkat 1 Jawa Tengah

26. Pcraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa
Tengah Nomor | Tahun 1991 1entang Pemberian
Uang  Perangsang Atas Realisasi Penerimaan
Retribusi Dacrah Kepada Instansi Pemungut.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi
Dacrah Tingkat 1 Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN:

Menctapkan  : PERATURAN DAERAH PROPINS] DAERAH
TINGKAT 1 JAWA TENGAH TENTANG
PEMAKAIAN TANAH PENGAIRAN DAN/
ATAU TANAH JALAN PROPINS]I DAERAH
TINGKAT 1 JAWA TENGAH.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

a.  Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat ]
Jawa Tengah .

b.  Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat |
Jawa Tengah:



Dinas Pckerjaan Umum Pengairan adalah Dinas Pekerjaan Umum
Pengairan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah .

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga adalah Dinas Pekerjzan Umum
Bina Marga Propinsi Daerah Tingkat | Jawa Tengah ;

Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Jawa Tengah :

‘Tanah Pengairan adalah tanah - tanah di bawah penguasaan Pemerintah
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang dipergunakan dalam
tugas - tugas pelaksanaan pengairan;

Tanah }alan adalah tanah - tanah di bawah penguasaan Pemerintah
Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah yang dipergunakan dalam
tugas - tugas pelaksanaan urusan jalan/jembatan ;

Garis Sempadan Sungai adalah garis batas luar pengamanan
sungai ;

Daerah Manfaat Sungai adalah mata air, palung sungai, dan Daerah
Sempadan yang telah dibebaskan ;

Daerah Penguasaan Sungai adalah dataran banjir, Daerah Retensi,
bantaran atau Daerah Sempadan yang tidak dibebaskan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Daerah ini memberikan dasar hukum
kepada perangkat Pemerintah Daerah untuk :

Menjaga, memelihara dan mengamankan kelestarian tanah pengairan
dan tanah jalan dalam rangka menjaga kelestarian fungsi sungai dan
jalan ;

Menertibkan pemakaian tanah pengairan dan tanah jalan;
Melaksanakan pungutan retribusi biaya perijinan dan retribusi
pemakaian tanah pengairan dan / atau tanah jalan, dalam rangka
meningkatkan Pendapatan Daerah.



BAB 1IlI
TANAH PENGAIRAN DAN TANAH JALAN

Pasal 3

(1) Tanah Pengairan terdiri dari :

(2)

a.

tanggul sungai, saluran pembawa irigasi, tanah bangunan jaringan
irigasi dan tanah komplek bendung ;

saluran pembuang dan / atau drainase ;

tanah daerah waduk, tanah bekas waduk., waduk lapangan, tanah
sungai dan bekas sungai ; _

1anah sempadan sungai, daerah manfaat sungai, tanah di daerah
penguasaan sungai yang berada diluar daerah sempadan ;
tanah stren/bantaran/bokongan/semen/lambiran/lepe - lepe dan
sejenisnya ;

tanah yang ielah dibebaskan oleh Pemerintah Daerah untuk
perencanaan pengairan ;

1anah - tanah bekas proyek sekioral yang diserahkan kepada
Pemerintah Daerah.

Tanah Jalan terdiri dari :

a.

tanah dalam daerah manfaat jalan meliputi badan jalan, saluran
tepi jalan dan ambang pengamanannya ;

tanah dalam daerah milik jalan meliputi tanah- tanah dalam daerah
manfaat jalan tersebut dalam huruf a ayat ini dan sejalur tanah
terientu dilvar daerah manfaat jalan ;

scjalur tanah lertentu dalam daerah pengawasan jalan yang
terletak diluar daerah milik jalan yang berada dibawah penga-
wasan pembina jalan ;

tanah bekas jalan dan jembatan ;

tanah- tanah yang telah dibebaskan oleh Pemerintah Daerah untuk
perencanaan jalan / jembatan ;

Tanah - tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini
adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.



¢}

(2)

(3)

(1)

(2)

BAB IV
PERIJINAN

Bagian Pertama
Wewenang Pemberian Ijin
Pasal 4

Setiap pemakaian tanah pengairan dan/atau tanahjalan sebagaimana
dimaksud Pasal 3 ayat (1)dan ayat (2) Peraturan Daerah ini, wajib
mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Gubernur Kepala Daerah.

ljin pemakaian tanah pengairan dan/atau tanah jalan sebagaimana
dimaksud ayat (1) Pasal ini dapat diberikan kepada perorangan, atau
badan hukum dengan mengutamakan golongan ekonomi lemah.

Pemberian ijin pemakaian tanah sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal
ini diatur sebagai berikut :

a. Untuk bangunan/rumah besertahalamannya maksimal seluas 500
(lima ratus) M2 ;

b. Untuk kios/warung atau sejenisnya maksimal seluas 250 (dua
ratus lima puiuh) M2

¢. Untuk bercocok tanam maksimal seluas 2 (dua) ha.

Bagian Kedua
Kewajiban dan Larangan Pemegang Ijin
Pasal 5

Pemegang ijin sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) Peraturan

Daerah ini berkewajiban :

a. Menjaga, memelihara dan mengamankan Xelestarian tanah
Pengairan dan Tanah Jalan, Tata Pengairan dan Tata Pengaturan
Air ;

b. Menjaga, memelihara dan mengamankan jalan tetap berfungsi
sebagaimana mestinya ;

c. Menjaga, memelihara dan mengamankan lingkungan hidup.

Pemegang ijin sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (l) Peraturan

Daerah ini dilarang :



mendirikan bangunan yang bersifat permanen ;

b. mengalihkan sebagian atau seluruhnya penguasaan atas tanah
kepada pihak lain tanpa persetujuan terlebih  dabulu  dari
Gubernur  Kepala Daerah ;

c. merubah peruntukan pemakaian Tanah Pengairan dan/alau Tanah
Jalan,

(3) Pemegang ijin harus menyerahkan tanahnya tanpa syarat apabila
sewaktu - waktu diperlukan oleh Pdmerintah Daerah.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemberian Ijin.
Pasal 6

(1) Untuk mendapatkan jjin sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1)
Peraturan Daerah ini, maka yang bersangkutan wajib mengajukan
permohonan secara tertulis kepada Gubernur Kepala Daerah.

(2) Taia cara dan persyaratan pemberian ijin diatur lebib lanjut oleh
Gubernur Kepala Datrah.

Bagian Kcempat
Masa Berlakunya dan Pembaharuan Ijin

Pasal 7

Ijin pemnakaian tanah Pengairan dan/atau tanah Jalan berlaku untuk jangka
waktu selama - lamanya 3 (tiga) 1ahun dan dapat diperbaharui.

Pasal 8

(1) Permohonan pembaharuan ijin sebagaimana dimaksud Pasal 7
Peraturan Daerah ini, diajukan oleh yang bersangkutan selambat -
lambatnya dalam wakiu 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya ijin
berakhir, dengan tata cara dan persyaratan dimaksud Pasal 6 ayat (2)
Peraturan Daerah ini.

(2) Tidak dipenuhinya ketentuan ayat (1) Pasal ini penguasaan tanah
kembali kepada Pemerintah Dacrah sejak berakhirnya ijin.



Pasal 9
ljin pemakaian tanah sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan
Daerah ini, tidak berlaku lagi apabila :
a. jangka waktu berlakunya berakhir ;
b. atas permohonan pemegang ijin ;
c. dicabut karena melanggar ketentuan dan atau syarat-syarat yang telah
. ditetapkan atau melanggar peraturan perundang - undangan lainnya
yang berlaku;
d. Tanah yang bersangkutan diperiukan oleh Pemerintah Daerah ;
Badan Usaha bubar atau dibubarkan.

BAB V
RETRIBUSI
Pasal 10
'(1)" Untuk mendapatkan ijin pemakaian tanah Pengairan dan/atau Tansh
Jalan pemohon wajib membayar Retribusi yang terdiri dari :
a. retribusi biaya administrasi perijinan ;
b. retribusi pemakaian tanah pengairan dan tanah jalan.
(2) Besarnya retribusi biaya administrasi perijinan sebagaimana dimaksud
ayat (1) huruf a Pasal ini ditetapkan sebagai berikut :
a. Untuk bangunan rumah / kios / warung atau sejenisnya sebesar
Rp. 10.000,- {Sepuluh ribu rupiah) ;
b. Untuk bercocok tanam sebesar Rp. 7.500,- (Tujuh ribu lima ratus
rupiah) ; ’
¢. Untuk pemasangan suatu peralatan/ barang sebesar ... Rp.
20.000,- (Dua puluh ribu rupiah) ;
d. Untuk keperluan lain - lain sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu
rupiah).
(3) Besarnya retribusi pemakaian tanah pengairan dan/aiau tanah jalan
sebagaimana dimaksud ayat (I) huruf b Pasal ini ditetapkan sebagai
berikut :
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Tanah Pengairan :

1.

10.

.

Untuk bangunan/rumah semi permanen beserta halamannya,
sebesar Rp. 200,- (Dua ratus rupiah)/m2/tahun ;

Unwk bangunan / rumah darurat beserta halamannya, sebesar
Rp. 100,- (Seratus rupiah) /m2/twahun;

Untuk kios/ warung dan sejenisnya, sebesar Rp. 300,- (Tiga
ratus rupiah) / m2 / tahun ;

Untuk pemasangan / pemancangan tiang papan reklame,
sebesar Rp. 7.500,-({Tujuh ribu lima ratus rupiah) / m2/
tahun ;

Untuk pemasangan rel - ban, sebesar Rp. 200, (Dua ratus
rupiah) / m2 / tahun ;

Untuk usaha / perusahaan / industri kecil beserta halaman-
nya, sebesar Rp. 350,- (Tiga ratus lima puluh rupiah) /m2/
tahun ;

Unwuk tempat penjemuran / penimbunan bahan - bahan
sebesar Rp. 300,- (Tiga ratus rupiab)/m2/ tahun ;
Untuk pemasangan pipa diatas saluran /urut sepanjang jalan/

melintang diatas jalan atau jembatan, sebesar Rp. 300,-
{Tiga ratus rupiah) / m2/iabun ;

Untuk pemasangan pompa air, sebesar Rp. 200,- (Dua ratus
rupiah) / m2/tahun ;

Untuk pemasangan jembatan melintang dan/ atau di atas
bangunan jalan / pengairan, sebesar Rp. 150,- (Seratus lima
puluh rupiah) / m2 / tahun.

Pemakaian tanah untuk peralatan telepon / listrik :

(a) Tiang penyangga, sebesar Rp. 500,- (Lima ratus rupiah)
/ tiang / tahun ; »

(b) Saluran diatas tanah memanjang / melintang sebesar,
Rp. 600,- Enam ratus rupiah) / hm / 1ahun ;

(¢) Saluran di bawah tanah memanjang/ melintang, sebesar
Rp. 1.000,- {Seribu rupiah) / hm / tahun.



12.

Untuk keperluan lainnya, sebesar Rp. 150.- (Seratus lima
puluh rupiah)/ m2/tahun.

Tanah Jalan :

1.

12,

13,

Untuk bangunan rumah / kios / warung atau séjéni&ﬁya
sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah) / m2/tahun ;

Untuk bercocok tanam sebesar Rp. 100, (seratus rupiah)/
m2 / tahun ;

Untuk pemasangan suatu peralatan / barang sebesar ..........
Rp. 25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah) / m2 / tahun ;

Untuk bangunan/rumah semi permanen beserta halamannya,
sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) / m2/tahun ;

Untuk bangunan rumah darurat beserta halamannya sebesar
Rp. 200,- (dua ratus rupiah) / m2 / tahun ;

Untuk pemasangan / pemancangan liang papan reklame
sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)/ m2/
1ahun ;

Untuk pemasangan rel - ban, sebesar Rp. 1.000,- (seribu
rupiah) / m2 / tahun ;

Untuk usaha / perusahaan / industri beserta halamanya
sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah)/m2/tahun ;
Untuk tempat penjemuran/penimbunan bahan - bahan, se-
besar Rp. 500,- (lima ratus rupiah )/ m2/tahun;

. Untuk pemasangan pipa saluran diatas / urut ‘sepanjang

jalan / melintang diatas jalan / jembatan, sebesar
Rp. 1.000,- (seribu rupiah )/ m2 /tahun;

. Untuk pemasangan pompa air, sebesar Rp. 750, (tujuh ratus

lima puluh rupiah )/ m2/ahun;

Untuk pemasangan jembatan melintang dan / atau diatas
bangunan jalan, sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu
rupiah) / m2 / tahun ;

.Pemakaian tanah untuk peralatan telepon / listrik :

a. Tiang penyangga sebesar Rp. 1.500.- (seribu lima ratus
rupiah ) / tiang / tahun ;

11



(4)

b. Saluran di atas tanah memanjang / melintang jalan,
sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah )/
hm / tabun ;

¢. Saluran di bawah tanah memanjang jalan, sebesar
Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah ) / hm7 tahun ;

d. Saluran di bawah tanah melintang jalan, sebesar
Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah )/ m/ tahun.

14. Untuk jalan masuk perusahaan / industri sebesar ..........

Rp. 20.000,- (dua pulub ribu rupiah) / m/ tahun ;

15. Untuk keperluan lain - lain sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh
ribu rupiah)/ m2 / tahun.

Besarnya retribusi pemakaian tanah pengairan sebagaimana dimaksud
ayat (1) Pasal ini khusus untuk sawah atau tegalan sebagaimana
tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat
(1) Pecraturan Daerah ini pemakaian tanah pengairan dan tanah jalan
dikenakan biaya retribusi perijinan dan retribusi pemakaian tanah
pengairan dan tanah jalan sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah) apabila
dipergunakan untuk keperluan :

a.
b.

c.

(1)

2)

12

Penelitian dan bersifal ilmiah ;
Keagamaan dan sosial ;
Pembibitan / percobaan / percontchan yang diusahakan oleh Peme-
rintah Daerah.
Pasal 12
Pclaksanaan pemunguian retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 10

Peraturan Daerah ini menjadi tugas dan tanggung jawab Dinas
Pendapatan Daerah.

Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud
ayat (1) Pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala
Daerah.



Pasal 13

Semua hasil pungutan sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan Daerah
‘ini. disetor ke Kas Daerah Propinsi Dacrah Tingkat | Jawa Tengah.

Pasal 14

Untuk menunjang kegiatan pelaksanaan kegiatan operasional diberikan
biaya operasional yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan
Beianja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Pasal 15

Pembagian pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan
Daerah ini diatur sebagai berikut :

a.
b.

N

(2}

(3)

4

Unwek Pemerintah Daerah sebesar 70 % (wujuh puluh perseratus) .

Untuk Pemerintah Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat 1l sebesar
30% (tiga puluh perseratus ).

BAB VI
KETENTUAN PIDANA
Pasal 16

Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 4
ayat (1), Pasal 5, danPasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini, diancam
dengan pidana kurungan selama - lamanya 6 (enam) bulan atau
denda sebanyak - banyaknya Rp. 50.000.- (lima puluh ribu rupiah).
Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini
dilakukan oleh Badan Hukum, maka ancaman pidana tersebut ayat
(1) Pasal ini dikenakan kepada pengurusnya.

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasalini yang berupa
bangunan dapat dibongkar dengan beban biaya yang bersangkutan
tanpa mendapatkan ganti rugi.

Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah
pelanggaran.



BAB VI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 17

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum Polisi Repubiik Indonesia penyi-
dikan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat
(1) Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik
Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang peng-
angkatannya ditetapkan sesuai Peraturan Perundang - undangan yang
berlaku.
Pasal 18

(1) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat penyidik Pegawai

Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 17 Peraturan Daerah ini

berwenang :

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya
tindak pidana ;

b. Melakukantindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan
melakukan pemeriksaan ;

¢.  Menyuruh berhenti sescorang tersangka dan memeriksa tanda
pengenal din tersangka ;

d. Melakukan penyitaan benda atau surat ;.

e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;

f. Memanggil sesecorang untuk didengar dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;

g. Mendatangkan orang ahli yang diperiukan dalam hubungannya
dengan pemeriksaan perkara ;

h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik
Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut
bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui
Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut
Umum tersangka atau keluarganya ;

i.  Mengadakan tindakan Jain menurut hukum yang bertanggung
jawab,



(2)

Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Membuat Berita Acara setiap
tindakan 1entang :

Pemeriksaan tersangka:

Pemasukan rumah

Penyitaan barang ;

a.
b

¢

d. Pemeriksaan surat ;
¢. Pemeriksaan saksi ;

f. Pemeriksaan tempat kejadian,

dan mengirimkannya kepada Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Polisi
Republik Indonesia.
BAB VI
PENGAWASAN
Pasal 19

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh
Dinas Pekerjaan Umum Pengairan dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
sesuai dengan tugas dan wewenang masing - masing.

(n

(2)

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Setiap pemegang ijin pemakaian 1anah pengairan dan/atau tanah jalan
sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dalam wakw selambat -
lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya ijin wajib mengajukan
ijin berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Setiap orang atau badan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat
(2) Peraturan Daerah ini yang telah memakai / menggunakan tanah
pengairan dan/atau tanah jalan yang belum memiliki ijin, dalam
waktu selambat - lambatnya 3 (tiga) bulan sejak beriakunya Peraturan
Daerah in wajib mengajukan permohonan ijin berdasarkan
Peraturan Daerah ini.



BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang
mengenai  pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Gubernur Kepala
Daerah.

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi
Daerah Tingkat [ Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Pemakaian
Tanah Pengairan dan Tanah Jalan Propinsi Dacrah Tingkat [ Jawa Tengah
dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini berlaku pada 1anggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapal mengetahuinya, memerintahkan pengun-
dangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Dacrah Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah.

Ditetapkan di : Semarang.
Pada tanggal : 16 Mei 1994.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT !
PROPINST DAERAH TINGKAT | IAWA TENGAH
JAWA TENGAH
KETUA.
nd
nd.
H. SOEPARTO TJITRODIHARDJO SOEWARDI



Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Keputusannya Nomor
590.33 - 202 1anggal 16 Maret 1995.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa
Tengah

Nomor : 8 Tanggal :3-5-1995
Seri : B Nomor :3

SEKRETARIS WILAYAH /DAERAH TINGKAT 1
JAWA TENGAH

td.

Drs. POEDJIHARDJO

Pembina Utama Madya
NIP. 010 052 851
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PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR : 7 TAHUN 1994
TENTANG

PEMAKAIAN TANAH PENGAIRAN DAN/ATAU TANAH JALAN

I

PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

PENJELASAN UMUM.

Dalam rangka mengamankan dan menjaga kelestarian tanah
pengairan dan tanah jalan agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya
sera dalam upaya menertibkan pemakaian tanah pengaivan dan tanah
jalan oleh masyarakat, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 1953 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari
Urusan Pemerintah Pusat mengenai Pekerjaan Umum kepada
Propinsi- Propinsi dan penegasan Urusan mengenai Pekerjaan Umum
dari Daerah - Daerah Otonom Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil,
Pemerintah  Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah telah
menerbitkan beberapa kali Peraturan Daerah yang terakhir Peraturan
Dacrabh Nomor 2 _Tahun 1985,

Berkaitan dengan kebijaksanaan Pemerintah yang dituangkan
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tcntang
Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Pekerjaan Umum
kepada Daeral yang isinya antara lain menyerahkan urusan cibidang
Pengairan, Bina Marga dan Cipta Karya kepada Daerah Tingkai I
dan Daerah Tngkat Il yang sekaligus mencabut Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 1953, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah
tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1985 sudahtidak sesuai lagi
dan perlu ditinjau kembali.

Disamping itu juga telah dikeluarkan beberapa Peraturan Pe-
merintah yang lain dan berikul petunjuk pelaksanaannya, yakni :

a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 199! tentang Rawa;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai ;
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¢. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63 / PRT / 1993
tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaal Sungai dan
Bekas Sungai;

maka Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat | Jawa Tengah
memandang perlu mencabut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1985
dan menetapkan kembali Pengaturan Pemakaian Tanah Pengairan
dan/atau Tanah Jalan Propinsi Daerah Tingkat 1 Jawa Tengah dalam
Peraturan Daerah yang baru.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.
Pasal | dan Pasal 2 : Cukup jelas.
Pasal 3 ayat (1) huruf a : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (1) huruf b : Drainase adalah saluran pcmbuang
air yang berfungsi sebagai penga-
liran air buangan yang tidak
dipergunakan lagi untuk keper-
luan penanian atau karcna ke-
lebihan air.

Pasal 3 ayat (1) hunuf ¢ : Cukup Jelas.
dan bunuf d

Pasal 3 ayat (1) hunof e : Yang dimaksud \anah stren /
bantaran / bokongan / scmen /
lambiran / lepe - lepe dan istilah
adat lainnya adalah tanah timbul
yang lerjadi karena pelapukan
batu - batvan, pengikisan dan
pengendapan  scpanjang  alur
sungai yang  dipengaruhi
oleh flukwasi {pasang surutnya)
pengaliran air sungai.

Pasal 3 ayat (1) hunuf f : Cukup Jelas.

dan huruf g

Pasal 3 ayat (2) hunuf a : Yang dimaksud dengan dacrah
manfaat jalan adalab suatu daerzh
yang dimanfaatkan untuk kon-



Pasal 3 ayat (2) huruf b

Pasal 3 ayat (2) horuf ¢

Pasat 3 ayat (2) huruf d
dan huruf ¢
Pasal 4 ayat (1)

struksi jalan dan terdiri dari
badan jalan, saluran tepi jalandan
ambang pengamanannya ; Yang
dimaksud dengan ambang penga-
man jalan adalah tanah jalan
yang terletak di bagian paling
luar dari daerahmanfaat jalan dan
dimaksudkan untuk mengamankan
bangunan jalan.

yang dimaksud dengan daerah
milik jalan adalah sejalur tanah
tertentu diluar dacrah manfaat jalan
tetapi didaerah milik jalan dan
dimaksudkan untuk memenuhi
persyaratan keluasan keamanan
penggunaan jalan antara lain untuk
keperluan  pelebaran  daerah
manfaat jalan dikemudian hari.

Yang dimaksud daerah peng-
awasan jalan adalah sejalur tanah
terletak diluar daerah milik jalan
yang penggunaannya diawasi oleh
pembina jalan dengan maksud
agar tidak mengganggu pandangan
pengemudi  dan  konstruksi
bangunan jalan dalam hal tidak
cukup luasnya daerah milik jalan.

Cukup Jelas.

Yang dimaksud dengan pemakaian
adalah menaruh pada, didalam,
diatas melintas, menembus di
bawah, mengolah atau meman-
faatkan tanah sebagai bahan
baku seperti untuk bercocok
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Pasal 4 ayat (2) dan
ayat (3)

Pasal § s.d Pasal 10

Pasal 11 huruf a

Pasal 1] huruf b

Pasal 11 huruf ¢
Pasal 12 s.d Pasal 23

tanam, membuat bangunan da-
rurat atauy semi permanen, pe-
masangan papan reklame, tempat
penjemuran / penimbunan bahan -
bahan, pemasangan pipa saluran,
pemasangan pompa air dan pem-
buatan bata.

Cukup Jelas.

Cukup Jelas.

Termasuk penelitian yang bersifal
ilmiah adalah yang dilakukan
cleh Pemerintah atau Lembaga
Penelitian yang disyahkan oleh
Pemerintah.

Termasuk kegiatan yang scrnata -
mata untuk kepentingan keaga-
maan dan sosial yang tidak ber-
sifat komersiil.

Cukup Jelas.
Cukup Jelas,



LAMPIRAN

: Peraturan Daerah  Propinsi
Daerah Tingkat | Jawa Tengah

o 16 M2 1994,

L Uabun 1994,

Tanggal
Nomor

RETRIBUS] PEMAKAIAN TANAH PENGAIRAN KHUSUS UNTUK
TANAH SAWAH DAN TANAH TEGALAN

o | Do | oa
NO. LOKAS! UNIT UK | Gruan | ounKA | e

“m“ apmjlrs:m am;re:m

Rp. ../Mvme
] 2 3 4 5 6
1.] Cab. Pemali hiiir 10.00 15.00 25.00
2.1 Cab. pemali Hulu 10.00 15.00 25.00
3.| Cab. Gung 15.00 25.00 30.00
4.] Cab. Sengkarang 5.00 10.00 15.00
5.| Cab. Comal 10.00 20.00 30.00
6. Cab. Kupang Sambong 5.00 10.00 15.00
7.§ Cab. Malahayu 5.00 10.00 20.00
8.| Cab. Bodri 10.00 15.00 20.00
9.] Cab. Tuntang Hilir 10.00 15.00 25.00
10.1 Cab. Tuntang Hulu 20.00 25.00 50.00
11.{ Cab. Progo Hulu 10.00 15.00 30.00
12.| Cab. Serang Hilir 5.00 10.00 15.00
13.1 Cab. Serang Hulu 10.00 15.00 30.00
14.1 Cab. Muria Barat 10.00 20.00 30.00
15.| Cab. Muara Timur 10.00 15.00 20.00
16| Cab.Lusi 1000 | 1500 | 2000
17.] Cab. Bd. Kedung Ombo 5.00 15.00 20.00
18. | Cab. B.S. Boyolali 15.00 20.00 30.00
19.} Cab. B.S. Klalen 10.00 20.00 30.00
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] 2 3 4 5 6
20.| Cab. B.S. Wonogin 10.00 15.00 20.00

21.| Cab. B.S. Karanganyar 20.00 40.00 60.00

22.| Cab, B.S. Sragen 15.00 25.00 40.00

23.| Cab. Bd. Wonogiri 10.00 15.00 20.00

24,1 Cab. Scrayu Hilir 5.00 15.00 25.00

25.| Cab. Serayu Hulu 10.00 15.00 25.00

26,1 Cab. Serayu Tengah 18.060 15.00 25.00

27.1 Cab. Bogowonto 5.00 10.00 15.00

28.] Cab. Luk Ulo 5.00 10.00 15.00

29.| Cab. Citandui Timur 5.00 10.00 15.00

30.1 Cab. Bd. Wadaslintang 5.00 15.00 20.00

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT 1

PROPINS| DAERAH TINGKAT | JAWA TENGAH
JAWA TENGAH
KETUA,
ud
nd.
Drs. H. SOEPARTO TJITRODIHARDJO SOEWARDI
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